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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi darat di Indonesia membawa konsekuensi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga korban jiwa dan luka berat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lalu lintas merupakan bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat. Setiap kecelakaan yang terjadi memerlukan analisis hukum untuk menentukan adanya unsur pidana. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana pengemudi menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana.

Kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum pidana umumnya dikaitkan dengan unsur kelalaian. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam perkara kecelakaan, penentuan ada tidaknya kelalaian menjadi titik sentral penyidikan. Tidak semua kecelakaan serta-merta merupakan tindak pidana, karena harus dibuktikan unsur kesalahannya. Dengan demikian, analisis terhadap unsur culpa menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengemudi.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci bentuk pelanggaran dan sanksi pidana bagi pengemudi yang lalai. Pasal 310 UU LLAJ menegaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana. Ketentuan tersebut membedakan sanksi berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian serius terhadap keselamatan lalu lintas.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat pada tanggal 24 Januari 2025 menunjukkan pentingnya analisis pertanggungjawaban pidana pada tahap penyidikan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh Km 76–77, Desa Secanggang, Kabupaten Langkat. Dalam BAP disebutkan bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan tersangka menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Fakta tersebut tercantum secara rinci dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka.

Tahap penyidikan menjadi fase penting dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana pengemudi. Pada tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, serta olah tempat kejadian perkara. Penyidik juga menilai sketsa kecelakaan dan posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dalam BAP dijelaskan bahwa kendaraan melaju dari arah Stabat menuju Banda Aceh sebelum terjadi tabrakan. Analisis terhadap posisi kendaraan dan korban menjadi dasar dalam menentukan ada tidaknya kelalaian pengemudi.
 

Proses penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini menunjukkan bahwa penyidik telah menghimpun keterangan dari saksi dan tersangka untuk merekonstruksi peristiwa secara runtut. Dari Berita Acara Pemeriksaan saksi, diketahui bahwa kecelakaan terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh Km 76–77, tepatnya di Simpang Utama Secanggang menuju arah Kebalan, Kabupaten Langkat. Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario BK 3478 PBN yang dikendarai tersangka datang dari arah Simpang Utama menuju Kebalan, lalu menabrak pejalan kaki bernama Syuhada Pajura Siburian ketika korban sedang menyeberang jalan. Setelah kejadian, korban sempat ditolong dan dibawa ke rumah sakit, namun kemudian meninggal dunia. Keterangan saksi juga menjelaskan posisi kejadian, kondisi jalan, cuaca yang cerah, arus lalu lintas yang lengang, serta adanya bekas jejak ban dan darah di badan jalan yang mendukung konstruksi peristiwa kecelakaan tersebut.

Dalam tahap pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga telah menempuh prosedur yang menunjukkan pemenuhan hak-hak tersangka. Hal ini tampak dari adanya pemberitahuan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat selama pemeriksaan. Dalam keterangannya, tersangka mengakui bahwa dirinya adalah pengendara sepeda motor Honda Vario BK 3478 PBN yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Tersangka menjelaskan bahwa sebelum kejadian ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40–50 km/jam dari arah Simpang Utama menuju Secanggang, lalu melihat seorang pejalan kaki berada di badan jalan sebelah kanan menuju arah Medan. Tersangka menyatakan telah berupaya menghindar, tetapi jarak yang sudah terlalu dekat menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari, sehingga korban terpental dan mengalami luka-luka. Keterangan tersangka ini pada dasarnya selaras dengan keterangan saksi mengenai waktu, tempat, kendaraan yang digunakan, arah laju kendaraan, serta akibat yang timbul dari peristiwa tersebut.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian pemeriksaan, dapat dipahami bahwa penyidikan dalam perkara ini diarahkan untuk membuktikan adanya hubungan antara kelalaian pengemudi dengan akibat hukum yang timbul, yaitu meninggalnya pejalan kaki. Penyidik tidak hanya mengandalkan satu sumber keterangan, tetapi juga menghubungkan keterangan saksi, pengakuan tersangka, kondisi tempat kejadian perkara, serta hasil sketsa TKP sebagai bagian dari proses pembuktian awal. Dengan demikian, BAP dalam perkara ini memperlihatkan bahwa tahap penyidikan berfungsi penting untuk menjelaskan kronologi kecelakaan, menentukan peran tersangka, serta menilai ada tidaknya unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana lalu lintas. Dalam konteks penelitian hukum, rangkaian penyidikan ini relevan untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada sejauh mana penyidik mampu membangun fakta hukum sejak tahap pemeriksaan awal.
Konsep pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam kecelakaan lalu lintas, unsur kesalahan biasanya berbentuk kelalaian dalam mengemudi. Kelalaian tersebut dapat berupa kurang hati-hati, tidak memperhatikan kondisi jalan, atau tidak mengantisipasi pejalan kaki. Dalam BAP disebutkan bahwa pengemudi tidak sempat menghindar ketika korban menyeberang jalan. Hal ini menjadi bagian penting dalam penilaian unsur culpa pada tahap penyidikan.
 
Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat akibat, tetapi juga hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Hubungan sebab-akibat menjadi elemen penting dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Penyidik harus memastikan bahwa luka korban merupakan akibat langsung dari perbuatan pengemudi. Dalam perkara di Polres Langkat, korban mengalami luka setelah tertabrak kendaraan tersangka. Fakta tersebut menjadi dasar dalam menentukan adanya hubungan kausalitas.
 
Tahap penyidikan juga memperhatikan kecepatan kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan. Dalam BAP disebutkan bahwa kecepatan kendaraan diperkirakan sekitar 50–60 km/jam sebelum terjadi tabrakan. Penentuan kecepatan tersebut menjadi indikator apakah pengemudi telah berhati-hati atau tidak. Kecepatan yang tidak sesuai kondisi jalan dapat menjadi dasar pembuktian kelalaian. Dengan demikian, fakta teknis di lapangan sangat berpengaruh dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Keterangan saksi dalam BAP juga menunjukkan bahwa korban sedang menyeberang jalan sebelum tertabrak. Penyidik harus menilai apakah korban menyeberang di tempat yang diperbolehkan atau tidak. Analisis ini penting karena dapat mempengaruhi pembagian kesalahan. Hukum pidana tetap menitikberatkan pada kelalaian pengemudi sebagai pihak yang mengendalikan kendaraan. Oleh karena itu, tahap penyidikan harus dilakukan secara objektif dan cermat.

Proses penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas juga harus menjamin hak-hak tersangka. Dalam BAP disebutkan bahwa tersangka didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan harus tetap menjunjung asas due process of law. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan prosedur yang sah.
 
Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengemudi. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pembuktian kelalaian menjadi inti penyidikan. Penyidik harus membuktikan bahwa pengemudi lalai dalam mengemudikan kendaraan. Tanpa pembuktian tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

Kecelakaan lalu lintas sering menimbulkan dilema antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tidak setiap kecelakaan mencerminkan niat jahat dari pengemudi. Namun hukum pidana tetap menilai adanya kelalaian sebagai bentuk kesalahan. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membedakan antara kecelakaan murni dan kecelakaan akibat kelalaian. Hal ini menjadi tantangan dalam tahap penyidikan.

Pertanggungjawaban pidana pengemudi pada tahap penyidikan menjadi penting karena menentukan arah proses hukum selanjutnya. Hasil penyidikan akan menjadi dasar penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan di pengadilan. Apabila konstruksi tersebut tidak tepat, maka dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana penyidik membangun pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Analisis ini difokuskan pada praktik penyidikan di Polres Langkat.
 
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas bukanlah persoalan sederhana. Proses penyidikan harus mampu membuktikan unsur kelalaian secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Fakta yang tercantum dalam BAP menjadi dasar penting dalam membangun penyidikan tersebut. Perkara kecelakaan di wilayah hukum Polres Langkat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji secara mendalam guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan.
Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Langkat)“.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan di Polres Langkat?
2. Bagaimana pembuktian unsur kelalaian (culpa) pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada tahap penyidikan?
3. Apa kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengemudi pada tahap penyidikan?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan di Polres Langkat.

2. Mengkaji pembuktian unsur kelalaian (culpa) pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada tahap penyidikan.

3. Mengidentifikasi kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pengemudi pada tahap penyidikan.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan agar penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum administrasi negara serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan.
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